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ABSTRAK

Penerapan prinsip diversi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh
anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan diversi dalam
penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice
berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak,
Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang
pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan,
Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No.
04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang
dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7
(tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan hanya
untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak
pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep diversi yang ideal dalam
penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restoratif justice adalah
penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak
sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan
perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Proses peradilan harus
selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses
penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak
mengabaikan hak hak anak.

Kata Kunci: Diversi, Perkara Pidana, Anak.

JURIDICAL ANALYSIS OF DIVERSION AS A FORM OF SETTLEMENT
CHILD CRIMINAL CASES THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE
APPROACH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

ABSTRACT
The application of the principle of diversion in dealing with criminal acts
committed by children in a formal juridical manner has been regulated in Law
Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Regulation
of diversion in resolving juvenile criminal cases through a restorative justice
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approach based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal
Justice System, Perma No. 4 of 2014 concerning Procedures, PP no. 65 of 2015
concerning guidelines for diversion by carrying out the Investigation Stage,
Prosecution Stage, and Examination Stage in Court. Diversion has been
implemented since the issuance of Perma No. 04 of 2014 dated 24 July 2014
concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal
Justice System. Diversion is carried out only for criminal acts committed by
children where the penalty for the criminal offense is less than 7 (seven years) and
not for repetition of the criminal act. Diversion is carried out only for criminal
acts committed by children where the threat of punishment for the crime is less
than 7 (seven years) and not for repetition of criminal acts. The research results
show that the ideal concept of diversion in resolving juvenile criminal cases
through a restorative justice approach is resolving juvenile criminal acts through
the concept of dialogue between all parties so that it becomes a very important
consideration in resolving criminal cases by prioritizing restorative justice. The
judicial process must always prioritize the principle of the best interests of the
child, and the punishment process is the last resort (ultimum remedium) while not
ignoring the child's rights.

Keywords: Diversion, Criminal Cases, Children.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan
pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha
Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang
berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata peradilan tidak diartikan sebagai
badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sistem peradilan pidana anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka
sidang perkara anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang
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badan peradilan umum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik,
dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai
toga atau pakaian dinas. Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih
rileks dan tidak tertekan secara mental (psikologis) serta bersedia menceritakan
kejadian yang di alami. Anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhkan pidana atau dikenakan
tindakan.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga
pemasyaraktan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik
khususnya atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan
selama proses peradilan pidana anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan
martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat
nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak
hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan
bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang
kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Perlindungan hukum dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan
anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang
peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.
Peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan
pemasyarakatan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan
sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagi
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan
anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan
anak. Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk
badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan,
kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam
mewujudkan perlindungan, dan keadilan bagi setiap warga negara.
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B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan
menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode
atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode
penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan
oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan
populasi dan sampel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang
mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori
hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analistis, merupakan metode
yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang
terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin
mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal,
kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang anak sebagai

pelaku tindak pidana persetubuhan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhatian kepada anak, tidak hanya menjadi isu lokal, regional maupun
nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrument hukum
internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada tanggal
10 November 1989 lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak.
Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui
Kepres No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara
yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak memiliki
perbedaan yang sangat prinsipil dengan orang yang dewasa. Misalnya, dalam hal
anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan yang diberikan kepadanya lebih
istimewa dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Dalam mengadili
perkara anak, persidangan tidak terbuka untuk umum. Artinya, yang dapat
menghadiri persidangan adalah anak dan orang tua/wali serta penasihat
hukumnya. Begitu juga pada saat proses sidang dimulai, hakim, penasihat hukum
dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan baju toga agar anak tidak terganggu
psikologisnya. Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum
lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran
Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak
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tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959.
Sedangkan keharusan persidangan anak yang dilaksanakan oleh hakim yang
memiliki skill dan pengetahuan dan perhatian kepada anak didasarkan pada
Instruksi MA Nomor M.A/Pem./048/1971.

Tujuan dari instruksi ini adalah untuk memberikan jaminan dalam
pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Kemudian, secara
sepintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur
penanganan kasus pidana dengan terdakwanya anak. Ketentuan tersebut dapat
ditemukan dalam Pasal 153 Ayat (3) yang secara substansial mengatur tentang
persidangan bagi pengadilan anak tertutup untuk umum. Bila hal ini tidak
dilakukan akan berimplikasi pada putusan hakim, yakni tidak batal demi hukum.
Selain itu, keharusan persidangan anak dilakukan oleh hakim tunggal didasarkan
pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. Setelah disahkannya
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka berdasarkan Pasal 67
undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 45,
46 dan 47 KUHP yang secara umum mengatur mengenai hal-hal yang
menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana tidak berlaku lagi dan
peraturan perundang-undangan lainnya dapat berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di
atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitikberatkan pada kepentingan
terbaik bagi anak (the best interest of child). Seiring perjalanan waktu, kehadiran
UU Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik
bagi anak. UU tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan
menonjolkan penghukuman (retributive). Paradigma penangkapan, penahanan dan
penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan
dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013
menunjukkan angka yang mencengangkan. Menurut Waluyadi, membiarkan
seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan
negatif kepada anak, sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya
adalah para penjahat, maka akan memengaruhi tingkat laku anak menjadi jahat.

Dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak
yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru,
yakni dengan cara restorative justice melalui sistem diversi. Artinya penyelesaian
perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (diversi) pada seluruh
tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap kepolisian, kejaksaan sampai
kepada pengadilan dapat menempuh jalur nonformal. Pembolehan ini didasarkan
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pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Penggunaan konsep restoratif, hasil yang diharapkan dapat mengurangi jumlah
anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan
mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna
kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anakdapat menyadari kesalahannya
sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa,
rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu, dapat menghemat keuangan negara,
tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban.
Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan
masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke
dalam masyarakat. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan
tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk
melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal system
peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan
kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove)
seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana
dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap
lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep
diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara
terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan
beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan
penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa
mudanya usia anak tersebut.

Menurut Undang-Undang Rl  Nomor 11 Tahun 2012 diversi
adalahpengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses diluar peradilan pidana. Marlina menyatakan “Diversion is attempt to
divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem (diversi
adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana
anak keluar dari sistem peradilan pidana). Diversi merupakan sebuah sistem yang
memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang
baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman
berupa kurungan. Tujuan utama teori diversi adalah menghindari dan menjauhkan
anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam
lingkungan sosial secara wajar.
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Proses Pelaksanaan diversi dalam tindak pidana tidak mempunyai syarat
khusus, karena dalam proses diversi masalah lalu lintas pengaturan nya sama
dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sisitem peradilan pidana
anak. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau
pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk
memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukan
pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan
cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan
tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan
dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak
bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaki
kembali. Menghindarkan anak dari eksplolasi dan kekerasan, akan lebih baik
apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga
didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak
pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya
daripada kebaikan. Alasan dasarnya vyaitu pengadilan akan memberikan
stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik
menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Pelaksanaan metode
ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip
kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversi tersebut berdasarkan
pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (protection child and
fullfilment child rights based approuch). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959
dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip
kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus
dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain
sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan
sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak
Asasi Manusia (General Comments Human Rights Committee) khsususnya
Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi melakukan
interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya
anak dari lingkungan orang tua (parental separation or divorce).

Pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi
penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan
ini didasari 2 (dua) faktor yaitu Anak-anak dianggap belum mengerti benar
kesalahan vyang telah diperbuat,sehingga sudah sepantasnya diberikan
pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak
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dengan orang dewasa. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak
diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan. Diversi dilakukan baik pada tingkat
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri.
Dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan)
wajib harus diselesaikan melalui diversi. Jika tidak dilakukan diversi maka dapat
dimintakan batal demi hukum (null and void).

Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun)
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas)
tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delpan belas) tahun, yang
diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversi
dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat
dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk
dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin,
dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana
yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu
melalui proses hukum.

Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek
negatif pemeriksaan konfensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek
negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses
peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak
tersebut dikenakan program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak
kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga
pemasyarakatan. Penerapan diversi pada kasus-kasus anak yang berhadapan
dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan
kekerasan dalam pelaksanaan diversi dapat membuat kegagalan pelaksanaan
diversi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya
ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuatif dan menghindarkan
penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk
melaksanakan diversi. Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan
wewenang dari apparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana
untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan perkara,
mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekara tersebut
diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka akan
berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanski pidana yang harus



Page |224
Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024
Published : 30-01-2024, Page : 216-228

dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat
penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak
dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk
kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip
mengapa dilakukan diversi khusunya bagi tindak pidana anak karena untuk
mewujudkan kesejahtraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan
kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan
kejahatan dan tidak enjadi resedivis.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggran
hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan
tujuan diskresi dengan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan
menhindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh
eterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh apparat
penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut
diskresi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau
pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk
memperbaiki kesalahannya. Diversi sendiri berupaya memberikan keadilan
kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan
dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak
bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaki
kembali. Menghindarkan anak dari eksplolasi dan kekerasan, akan lebih baik
apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga
didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak
pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya
daripada kebaikan. Alasan dasarnya vyaitu pengadilan akan memberikan
stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik
menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Untuk mencegah adanya stigmanisasi pada anak yang berkonflik dengan
hukum di masyarakat maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi. Hal
ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United
Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice. Selain
itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan
kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non
formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan
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keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai
kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

D. KESIMPULAN

Pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui
pendekatan restorative justice berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP
No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap
Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Pelaksanaan
diversi dalam penyelesaian pekara pidana anak melalui pendekatan restorative
justice didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Bapas
melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Bapas
mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan
surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan
kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi
dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut selanjutnya
diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat penetapan
bahwasanya diversi berhasil dilakukan. Konsep diversi yang ideal dalam
penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restoratif justice adalah
penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak
sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan
perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Proses peradilan harus
selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses
penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak
mengabaikan hak hak anak.
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